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KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

 

Topik 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 

    Menurut Winslow (1920) seorang ahli kesehatan masyarakat mendefinisikan 
kesehatan masyarakat (public health) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, 
memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha 
pengorganisasian masyarakat untuk: 

 meningkatkan sanitasi lingkungan 

 mengendalikan infeksi menular 

 pendidikan secara individual dalam hal hygiene perorangan 

 mengorganisasikan pelayanan medis dan perawatan untuk tercapainya diagnosis 
dini dan terapi pencegahan terhadap penyakit. Pengembangan sosial kearah 
adanya jaminan hidup yang layak dalam bidang kesehatan. 

 

Dengan cara mengorganisasikan hal tersebut di atas, maka akan memungkinkan setiap 
warga untuk menyadari dalam hidupnya di bidang kesehatan dan kehidupan. 

 

Berdasarkan difinisi tersebut di atas, maka terlihat bahwa ternyata Ilmu Kesehatan 
Masyarakat itu menyangkut sebuah kompleksitas yang amat dalam sekali, namun 
sebenarnya tidak tidak mudah bagi seseorang untuk memahami Ilmu Kesehatan 
Masyarakat. 

 

Berdasarkan definisi IKM menurut Winslow dapat disimpulkan bahwa kesehatan 
masyarakat mempunyai dua aspek teoritis (ilmu atau akademik) dan praktis (aplikatif). 
Kedua aspek ini masing-masing mempunyai peran dalam kesehatan masyarakat. Dari 
aspek teoritis kesehatan masyarakat perlu didasari dan didukung dengan hasil-hasil 
penelitian. Artinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat (aplikasi) 
harus didasarkan pada temuan-temuan (evident based) hasil kajian ilmiah (penelitian). 
Sebaliknya kesehatan masyarakat juga harus terapan (applied) artinya hasil-hasil studi 
kesehatan masyarakat harus mempunyai manfaat bagi pengembangan program. 

 

    Menurut Prayitno (1994) dalam pandangan yang sempit mungkin dapat dikatakan 
bahwa Ilmu Kesehatan Masyarakat itu adalah ilmu yang mempelajari sehat dan sakit 
saja, dan dalam arti yang luas ternyata Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah ilmu yang 



lebih menitikberatkan penanganan kasus-kasus pada upaya-upaya pencegahan, bukan 
pada upaya kuratif, sebab dalam IKM dikenal adanya 5 tahap pencegahan (The Five 
Level of Prevention) yang terdiri atas : 

 Upaya Promotive (meningkatkan pemahaman kesehatan) 

 Upaya Preventive (miningkatkat upaya pencegahan penyakit) 

 Upaya Protective (meningkatkan perlindungan terhadap penyakit) 

 Upaya Curative (upaya penyembuhan terhadap penyakit) 

 Upaya Rehabilitative (upaya pemulihan) 

 

Dengan demikian bila menyimak 5 tahap tersebut di atas, maka terlihat bahwa 
sebenarnya yang diutamakan adalah upaya-upaya non kuratif atau upaya non medik, 
sebagai contoh adalah upaya promotif yang secara nyata lebih mudah, lebih murah dan 
dapat dilakukan oleh siapa saja, artinya tidak memerlukan dokter. 

 

Kedua, upaya preventif atau upaya pencegahan, sebagai contoh adalah anjuran mencuci 
tangan sebelum makan, anjuran mandi 2 kali sehari, anjuran mengurangi konsumsi 
kolesterol pada penderita Hiperkolesterol, dan sebagainya, maka terlihat adanya 
perbedaan yang nyata antara upaya promotif dan preventif. 

 

Ketiga, upaya protektif, adalah upaya perlindungan terhadap risiko yang mengancam 
status kesehatan, diantaranya adalah pemakaian sabuk pengaman, masker, baju kerja, 
celana kerja, helm atau topi kerja, dan sejenisnya. 

 

Keempat, Curative atau kuratif atau upaya pengobatan. Sebenarnya terkait dalam hal-
hal ini adalah istilah Early Detection and Prompt Treatment yaitu deteksi dini terhadap 
adanya penyakit dan adanya penanganan atau pengobatan yang setepat-tepatnya. 
Dengan demikian dalam hal ini yang diharapkan adalah perlunya monitoring terhadap 
pekerja atau penduduk atau calon penderita yang dilakukan jauh sebelum yang 
bersangkutan menderita sakit secara klinis, sehingga penanganan terhadap penyakit 
yang disandangnya itu tidak perlu diberikan saat penderita telah parah penderitaannya. 

 

Kelima, Rehabilitative atau rehabilitatif atau upaya pemulihan adalah upaya tertentu yang 
dilakukan agar penderita dimungkinkan meng-alami tahap kembali seperti semula 
sebelum menderita penyakit dan dimungkinkan untuk dikembalikan ketengah-tengah 
masyarakat lagi. 

 

 

 

 



Topik 2 Administrasi Kebijakan Kesehatan 

 

Administrasi kebijakan kesehatan dalam disipilin ilmu kesehatan masyarakat berasal dari 
definisi pengertian ilmu kesehatan masyarakat menurut Winslow dari Yale University 
pada tahun 1920. Rumusan ilmu kesehatan masyarakat tersebut adalah: 

 

“Public Health is the science and art of preventing disease, prolonging life, and 
promoting physical and mental health and efficiency through organized 
community efforts for the sanitatation of the environment, the control of 
community infections, the education of individual…..” 

 

Bagian dari kalimat dalam konsep ilmu kesehatan masyarakat menurut Winslow yang 
merupakan dasar dari administrasi kebijakan kesehatan adalah “……through 
organized community efforts……” yang berarti bahwa upaya kesehatan masyarakat 
perlu dilaksanakan melalui masyarakat yang terorganisir (Budioro, 2002). 

 

Konsep ini menunjukkan bahwa upaya – upaya kesehatan masyarakat yang meliputi 
pelayanan kesehatan secara komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 
harus dikelola secara terorganisir. Konsep pengorganisasian upaya kesehatan 
masyarakat menjadi dasar kedudukan administrasi kebijakan kesehatan dalam ilmu 
kesehatan masyarakat. 

 

Administrasi kesehatan mengandung dua pengertian yang terkandung didalamnya, yaitu 
admnistrasi dan kesehatan. Kedua kata tersbut mengandung pengertian yang berbeda. 
Batasan yang perlu dipelajari pertama adalah admnistrasi. Konsep admnistrasi 
merupakan bagian dari keilmuan ekonomi manajemen. 

 

Pengertian admnistrasi  : administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari kata “ad” yang 
berarti “intensif” dan “ministrate” yang berarti “melayani” sehingga secara etimologis 
maka administrasi berarti melayani secara intensif. Beberapa batasan administrasi 
menurut para pakar ekonomi antara lain: 

 Administrasi adalah upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 
mempergunakan orang lain (George R Terry) 

 Admnistrasi adalah suatu proses upaya untuk mencapai tujuan tertentu dapat 
dilaksanakan dan diawasi (social science encyclopedia). 

 Administrasi adalah pengorganisasian dan pengarahan sumberdaya manusia dan 
materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (John m. Pfiffner) 

 Admnistrasi adalah pembimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha- 
usaha suatu kelompok orang-orang kearah pencapaian tujuan bersama. (William 
H. Newman) 



 

Berdasarkan batasan –batasan administrasi diatas maka admnistrasi memiliki lima unsur 
pokok meliputi: masukan, proses, keluaran, sasaran dan dampak. Kajian lebih 
mendalam tentang unsur-unsur administrasi di bidang kesehatan ini akan dibahas dalam 
pokok bahasan pendekatan sistem kesehatan. 

 

Upaya kesehatan adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan 
tuntutan guna mengatasi masalah kesehatan. Meskipun diartikan begitu sederhananya 
tapi bila kita mencoba mendalami hakekat seluk beluk upaya kesehatan tersebut maka 
kita akan menyadari bagaimana rumit dan kompleknya sebenarnya keberadaan dan 
kedudukannya dalam sistem kesehatan kita. 

Secara mudahnya istilah administrasi kesehatan dapat diartikan sebagai 
pengadministrasian upaya kesehatan. Pengadministrasian upaya kesehatan dapat 
diartikan sebagai penerapan fungsi – fungsi administrasi terhadap sumber daya yang 
tersedia secara efektif dan efesien untuk dapat menghasilkan pelayanan kesehatan yang 
dibutuhkan atau dituntut untuk dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. 
Ruang lingkup dalam ilmu administrasi kebijakan kesehatan adalah: 

1. Hukum Kesehatan (health law) 
Hukum kesehatan membahas tentang peraturan atau perundangan di bidang 
kesehatan meliputi:  
- undang – undang kesehatan 
- hospital by law 
- informed consent, dan sebagainya.·         

 
2. Ekonomi kesehatan (health economic) 

Ekonomi kesehatan membahas tentang konsep pembiayaan kesehatan, asuransi 
kesehatan, analisis biaya, dan sebagainya.·    
      

3. Manajemen tenaga kesehatan (health man power) 
Manajemen tenaga kesehatan membahas tentang perencanaan kebutuhan 
tenaga kesehatan, motivasi tenaga kesehatan, kinerja tenaga kesehatan, dan 
sebagainya. 
 

4. Administrasi rumah sakit (hospital administration) 
Administrasi rumah sakit membahas tentang organisasi dan manajemen rumah 
sakit, manajemen SDM rumah sakit, manajemen keuangan rumah sakit, 
manajemen logistik, dan sebagainya 
 
 
 
 
 
 

 



Topik 3 Kebijakan Publik 

 

Sebelum  dibahas lebih  jauh  mengenai  konsep  kebijakan  publik, kita  perlu  
mengakaji  terlebih  dahulu  mengenai  konsep  kebijakan  atau dalam  bahasa  inggris  
sering  kita  dengar  dengan  istilah policy. 

Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kebijakan  diartikan  sebagai  rangkaian 
konsep dan  asas   yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam pelaksanaan  
suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak  (tentang pemerintahan,  
organisasi,  dsb);  pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip  dan garis pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Carl   J   Federick sebagaimana   dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan   
kebijakan   sebagai   serangkaian   tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan    
usulan kebijaksanaan tersebut   dalam   rangka   mencapai   tujuan   tertentu.   Pendapat   
ini   juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud 
dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena     
bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan 
daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang 
perdebatan para ahli. Beberapa panduan dalam memahami kebijakan adalah sebagai 
berikut: 

a. kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
b. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 
c. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
d. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau pun adanya tindakan 
e. kebijakan biasanya mempunya hasil akhir yang akan dicapai 
f. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun 

implisit 
g. kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 
h. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan 

yang bersifat intra organisasi 
i. kebijakan publik meski tidak ekslusf menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah 
j. kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif. 

 

Menurut Budi Winarno (2007), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan 
secara luas dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, 
seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan 
deregulasi.  

Kebijakan juga berbeda dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan 
kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian 
kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan 



kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. Anderson dalam Islamy (2009) 
menyatakan kebijakan adalah  

 

“a purposive course of action followd by an actor or set of actors in dealing 
with a problem or matter of concern”  

 

Yang artinya adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson 
ini menurut Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa 
yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusukan atau dimaksudkan. 
Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan 
keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternative yang 
ada. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan 
abhwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau 
tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya 
terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada 
guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul 
Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut: 

 

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari 
pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan 
untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 
2003). 

 

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan 
adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana 
didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang 
dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah 
dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 
yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar 
dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai 
dengan tujuan kebijakan itu sendiri. 

Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah: 

“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of 
government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. 
Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program 
pemerintah)” (Dalam Widodo, 2001). 

 



Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan 
atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang termuat dalam 
program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiarjo mengemukakan 
pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 
seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-
cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000). Berdasarkan pengertian di atas, 
kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh 
seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut 
berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan 
mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah: 

 

“Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian 
kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan 
dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan 
kemungkinan” (Dalam Syafie, 1992). 

 

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas 
intelektual pembuatan  keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai 
tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian 
kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, 
pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, serta melakukan 
penelitian dan evaluasi. Adapun David Easton, sebagaimana yang dikutip oleh Muchsin 
dan Fadillah Putra dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, mendefinisikan kebijakan 
publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh 
masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah (Dalam 
Muchsin dan Fadillah, 2002). 

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara 
potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang 
diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik 
menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan 
publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya 
harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. 
Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat 
lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, 
kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di 
lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan. 

 

 

 

 

 



Perumusan Kebijakan Publik 
 

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan 
publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok 
pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang 
mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui 
penyusunan agenda (agenda setting) (Dunn, 2003). Hal tersebut menyimpulkan bahwa 
kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga 
permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn 
pun menjelaskan bahwa: 

 
“Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang 
tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan 
yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, 
dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru” (Dunn, 1993). 
  
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari 

pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun 
setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Contohnya Rancangan 
Undang-Undang. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat dapat didasarkan 
atau melihat dari karakteristik masalah publik, yaitu: 

 
1. Saling ketergantungan (interdependence) antara berbagai masalah. 
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan. 
3. Artificiality masalah. 
4. Dinamika masalah kebijakan 
(Subarsono, 2005). 
 
Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah 

publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah 
mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya. Pertama, suatu masalah tidak 
dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu 
dengan yang lain. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan dalam analisis kebijakan 
untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat 
mengetahui akar dari permasalahan tersebut. 

Kedua, masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah tersebut 
merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena 
yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah 
situasi. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah-ubah. Maksudnya 
adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama, 
karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungannya yang berbeda. 

 
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik 

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah 
harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun 
agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan mengutip pengertian 



implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik 
yang Membumi bahwa: 

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk 
merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk 
mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah 
diseleksi” (Dalam Tangkilisan, 2003). 
 
Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif 
mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif 
dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan 
program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan 
petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan. 
Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya 
implementasi kebijakan (policy implemtation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-
aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003). 

Pengertian di atas dapat disimpulakn bahwa implementasi kebijakan merupakan 
pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat 
Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, 
Implementasi dan Evaluasi. Ia mengemukakan bahwa: 

 
“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 
mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 
yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 
melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut” 
(Nugroho, 2004). 
 
Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan 

cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan 
melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah 
dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu 
dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, 
yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam 
implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat 
pada publik (Widodo, 2001). 

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat 
mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada, 
melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterprestasikan 
kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang 
baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor 
yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip 
pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul 
Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), mengemukakan bahwa terdapat 



beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program 
pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi 
kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta 
keterlibatan penerima program. 

2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan 
koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama 
antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan 
perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) 
maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). 

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup 
struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 
birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program  

(Dalam Subarsono, 2005). 
 
Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, 

sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan 
agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi 
program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu 
program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang 
telah ditetapkan. 

  
Evaluasi Kebijakan Publik 
 
 

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik 
Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, 

evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu 
berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. 
Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: 

 
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), 
pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan 
usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti 
yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai 
atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003). 
 
Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil 

kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran 
kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut 
Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-
Dasar Kebijakan Publik bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian 
kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan 
dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Dalam Leo, 2006). Jadi, 



evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang 
diinginkan. 

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku Konsep Administrasi dan 
Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan 
antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya 
adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah 
dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir 
apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan 
definisi  penilaian  (evaluating)  adalah: 

 
“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya 
dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting 
diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu: 

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut 
turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi. 

2. Bahwa penilaiaan itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah 
kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen 

3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang 
sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai” 

(Danim, 2000). 
 
Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan 
yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh 
informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan 
bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Muchsin, evaluasi kebijakan pemerintah 
adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal 
mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Muchsin dan Fadillah, 2002:110). Evaluasi 
kebijakan pemerintah dapat dikatakan sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak 
untuk dilanjutkan, direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali. 
 

b. Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan Publik  
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut 

William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: 
“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan 
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi 
sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 
pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi 
metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan 
rekomendasi” (Dunn, 2003). 
  
Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita 
dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan 
publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari  kebijakan 
dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi 



mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan 
lainnya yaitu: 
1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian 

menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. 
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”. 
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-

tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di 
masa depan. 

4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, 
karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. 

(Dunn, 2003) 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. 

Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan 
dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi 
fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari 
tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan 
masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan 
evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat 
dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai 
dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai 
yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan 
lain. 

 
c. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik 

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu 
kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria 
evaluasi merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik yang terdiri 
dari: 

- Efektivitas 
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil 
guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan 
hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk 
dalam bukunya Organization Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas adalah 
That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the 
greater its effectiveness (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin 
besar efektivitas) (Gedeian, 1991). 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada 
organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut 
dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka 
makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn 
dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, 
menyatakan bahwa: 

 



“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai 
hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 
Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit 
produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003). 
 
Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya 

tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka 
dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi 
adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka 
pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi 
dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan 
hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output 
terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” 
(Mahmudi, 2005). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat 
diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang 
tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan 
perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas 
merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan 
untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti 
beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat 
mempengaruhi khalayak yang diterpanya. 

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey 
dalam bukunya Individual and Society yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya 
Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok menyebutkan ukuran efektivitas, 
sebagai berikut: 

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas 
atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat 
dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran 
(output). 

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat 
kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif 
(berdasarkan pada mutu). 

3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan 
dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan. 

4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu 
tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar 
yang tinggi. 

(Dalam Danim, 2004). 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas 

diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran.  Ukuran daripada 
efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang 
kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya 
keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat 
Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi 
menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu: 



1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; 
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan; 
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam 

hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik; 
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya 

untuk menghasilkan prestasi tersebut; 
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya 

dan kewajiban dipenuhi; 
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan 

masa lalunya; 
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu; 
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian 

waktu; 
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, 

yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki; 
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk 

mencapai tujuan; 
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu 

sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan 
mengkoordinasikan; 

12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah 
prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan 
terhadap rangsangan lingkungan; 

(Dalam Steers, 1985). 
 
Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas 
merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan 
dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan 
melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. 
 

- Efisiensi 
Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang 

efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita 
secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan 
terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu 
tujuan akan tercapai. 

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa: 
 
“Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari 
rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, 
yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan 
melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai 
efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (Dunn, 2003). 
 



 Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat 
sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar 
dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan 
pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.  

 
- Kecukupan 
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai 

sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa 
kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 
memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah 
(Dunn, 2003:430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih 
berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh 
alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam 
menyelesaikan masalah yang terjadi.  

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara 
alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat 
tipe masalah, yaitu:  

1) Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang 
berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas 
pada batas risorsis yang tersedia. 

2) Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan 
biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk 
meminimalkan biaya. 

3) Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang 
berubah dari kebijakan. 

4) Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga 
efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan 
karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak 
melakukan sesuatu pun.  

(Dunn, 2003) 
 
Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu 

kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe 
masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan 
dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan 
sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau 
teknis pelaksanaannya yang benar. 
 

- Perataan 
Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan 

yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan 
bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial 
dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda 
dalam masyarakat (Dunn, 2003). Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah 
kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu 



mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari 
perataan yaitu keadilan atau kewajaran. 

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat 
dicari melalui beberapa cara, yaitu: 

1. Memaksimalkan kesejahteraan  individu. Analis dapat berusaha untuk 
memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar 
peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua 
individu. 

2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan 
kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi 
orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria 
Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari 
yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada 
satu orangpun yang dirugikan. Pareto ortimum adalah suatu keadaan sosial 
dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (better off) tanpa 
membuat yang lain dirugikan (worse off). 

3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan 
kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan 
dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini 
didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari 
yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka 
yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan 
praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata 
memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan. 

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analis berusaha 
memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, 
misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu 
kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial 
dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan 
anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (worst off).  

(Dunn, 2003) 
 
Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan terhadap konsep keadilan, 

tapi kelemahannya adalah pengabaian pada konflik. Pertanyaan menyangkut perataan, 
kewajaran, dan keadilan bersifat politis cara-cara tersebut tidak dapat menggantikan 
proses politik, berarti cara-cara di atas tidak dapat dijadikan patokan untuk penilaian 
dalam kriteria perataan. Berikut menurut William N. Dunn: 

 
“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; 
dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi 
kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat 
memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-
kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003). 
 
Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi 

lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena 



pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam 
memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik. 
 

- Responsivitas 
Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu 

aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu 
kebijakan. Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) 
berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, 
preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003). Suatu 
keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi 
pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu 
kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan 
sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud 
yang negatif berupa penolakan. 

Dunn pun mengemukakan bahwa: 
 
“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan 
semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal 
jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya 
diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (Dunn, 2003). 
 

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai 
dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan 
kesamaan. 
 

- Ketepatan 
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya 

asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa 
kelayakan (Appropriateness) adalah: 

 
“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan 
rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan 
tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan 
dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan 
bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Dunn, 
2003:499). 
 

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). 
Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga 
secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik 
dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara 
lebih dinamis. 

 

 


